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Perubahan UUD 1945 telah memberikan pada DPR kekuasaan legislasi yang lebih tegas dan bukan sekedar
hak. Secara kelembagaan kekuasaan legidatif ada pada 2 (dua) lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebelum
perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR membentuk Undang-
Undang. Selanjutnya ditentukan secara terbalik bahwa Presiden diberikan hak untuk mengajukan Rancangan
Undang-Undang kepada DPR. Dengan demikian pemegang utama (primer) kekuasaan legidatif untuk
membentuk undang-undang adalah DPR, sedangkan Presiden hanyalah pemegang kekuasaan sekunder.
Disamping itu Pergeseran kekuasaan legidlatif dari Presiden ke DPR, berarti telah mengubah dari prinsip
pembagian kekuasaan (distribution of powers) kepada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers)
antaralembaga legidatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah).

Dengan adanya Perubahan UUD 1945 dibidang legislasi atau pembuatan undang-undang, dari sisi
mekanisme (proses) tidak ada perubahan yang berarti hanya dipersingkatnya tahapan pembicaraan dari 4
tahap menjadi 2 tahap. Persoalan yang lebih ditonjolkan adalah penekanan terhadap kekuasaan legidlatif
DPR sehingga lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal, khususnya dalam bidang Usul Inisiatif guna
pembentukan Undang-Undang.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja DPR seperti yang diamanatkan konstitusi, kemudian
memberdayakan lembaga Badan Legislasi DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap,
disamping itu staf Ahli DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, disamping itu staf
Ahli DPR juga diperkuat. Persoalan selanjutnya yang dicermati adalah faktor pendukung dan penghambat
pergeseran kekuasaan legidlatif di DPR, ada beberapa faktor yang sebelumnya merupakan penghambat saat
ini menjadi faktor pendukung, yaitu peraturan tata tertib DPR, dengan memberikan kelonggaran jumlah
inisiator, jumlah fraks dari usul inisiatif Rancangan Undang-Undang dan juga dipersingkatnya tahapan
pembicaraan (UU No. 03ADPR-R /112001-2002). Hal ini tentu menjadi faktor pendukung, iklim politik
juga mendukung untuk mendorong penggunaan usul inisiatif.

Persoalan yang masih menjadi penghambat adalah masalah anggaran untuk pembentukan Rancangan
Undang-Undang. Hal ini karena minimnya sehingga menghambat ruang gerak dan optimalisasi kinerja DPR
dalam bidang legislasi. Idealnya agar kekuasaan legidlatif DPR Iebih bermakna maka perlu sarana
pendukung dan anggaran yang memadai, sehingga DPR dapat melaksanakan semua fungsi yang
dimilikinya. Apalagi setelah lembaga perwakilan menganut sistem bikameral (adanya DPR dan DPD)
persoalan pembentukan Undang-Undang tentu menjadi [ebih rumit.
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